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HUN 2017

TENTANG

NOMOR j’ﬁ TA

yBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

. a. bahwa eningi . . )
: ¢ I jauan tarif retribusi dacrah perlu dilakukan

dengan tujue :
})Cl];rt~](‘llgg{\I::::\’:ln dmL‘nmlulf meningkatkan _lkualitas
certa meningkatk ‘ Pf: ayanan _kepada masyarakat

e TaliE wlni -\dll pendapatan asli dacrah;

: l(‘cnda‘lm‘nnlBt;:mgilor; ?;iarztn tarif Retribusi Pengujian

Daerah Nomor 7 Tahun ggoclrlca?tum dalam_Pergturan

. é entang Retribusi Jasa

Umum, tidak sesuai dengan indeks harga dan

perkembangan perekonomian di wilayah Kabupaten Poso
sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3)
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum, peninjauan tarif retribusi
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
erubahan Tarif Retribusi

Peraturan Bupati tentang P
Pengujian Kendaraan Bermotor;

1. Undang-Undang Nomor
Pembentuka
Negara Republik Ind
Tambahan Lembaran Negara Republ
1822);

2. Undang-Undang Nom
Daerah dan Retribusl
Indonesia Tahu \
Negara Republik Indonest

3, Undang-Undang Nomor
Pemerintahan Daerah

a Nomor 5049);

Negara Republik
telah diubah terak

n3 Ta

Undang Norio an Nepard Republik Indonesia Tahun 2015

Daerah (Lembar
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29 Tahun 1959 tentang

n Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
onesia Tahun 1959 Nomor 74,
ik Indonesia Nomor

or 28 Tahun 0009 tentang Pajak
. Daerah (Lembaran Negara Republik
n 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

23 Tahun 2014 tentang
(Lembaran Negara Republik
: g baran
.gia Tahun n014 Nomol 244, Tambahan Lem
i [ndonesia Nomor 5587), sebagaimana
hir dengan Undang-Undang Nomor 9
s 5 tentang perubahan Kedua atas U_ndang-
Tahun 201 hun 2014 tentang Pemerintahan
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: rih Nomor 7 Talun 201
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TENTANG P
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Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut

a. Jasa Administrasi :

1. Formulir Permohonan R
2. Buku Uji Kendaraan R,
3. Tanda Uji dan Segel l;::
o et o
£ > omor uji pada chasis Rp.
6. Ml.ll:lSI kendaraan keluar/masuk Rp.
7. Stiker samping Rp.
b, Pengujian Pertama Kali Uji :
1. Mobil Penumpang roda tiga Rp.
9. Mobil Penumpang Umum Rp.
3. Mobil Bus Rp.
4, Mobil Barang Rp.
5. Kendaraan Khusus Rp.
6. Kereta gandengan / tempelan Rp.
7. Kendaraan di atas air Rp.
c. Pengujian Berkala :
1. Mobil Penumpang roda tiga Rp.
9. Mobil Penumpang Umum Rp.
3.Mobil Bus Rp.
4. Mobil Barang Rp.
5, Kereta gandcngzm / tempelan Rp.
6. Kendaraan di atas air Rp.
d. Pengujian Penghapusan /non berkala :
1. Sepeda Motor Rp.
9 Mobil Penumpang B
3. Mobil Bus Rg.
4. Mobil Barang Rp.

5. Kendaraan Khusus i .
6. Kereta gandengar / tempelan p.

2.000,00
25.000,00
12.500,00
12.500,00
6.000,00
100.000,00
17.500,00

50.000,00
60.000,00
60.000,00
80.000,00
75.000,00
50.000,00

10.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
35.000,00
30.000,00

150.000,00
300.000,00
350.000,00
300.000,00
300.000,00
200.000,00
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e. Pengujian Ulang .

i 'l‘:;_':j’::dm'l '\‘.'Eljll) uji yany telah didaltar pz’zu‘mjinnn_\'u
yata tidak datang pada waktu vang telah ditentukan
tllllp"l rfh.\:mn sah dikenakan -hiﬂyu' tambahan pengujian
;((.:l)l(;;:?rlan:f;p‘ 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 7
2. I\cn'dumnn wajib uji yang masa berlaku ujinya telah
habis dan ternyata tidak diuji ulang tepat waktunya
tanpa alasan yang sah dikenakan tambahan biaya uji
sebesar Rp.  30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) /
kendaraan pada bulan pertama sampai dengan bulan
keenam dan bulan ketujuh seterusnya dikenakan biaya
tambahan uji sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu
rupiah) / kendaraan; dan
3. Kendaraan dari luar provinsi gulawesi Tengah yang masa
ujinya telah habis dikenakan tambahan biaya uji scbesar
Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / kendaraan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai perlaku pada tanggal
diundangkan.

ya, memerintahkan

Agar setiap orang mengetahuin
an penempatannya

pengundangan Peraturan Bupati ini deng
dalam Berita Dacrah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal - fepkenber 900

BUPATI POSO,
ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Diundangkan di Poso

Pada tanggal 2 }eg{\ur\zw e?

RIS DAERAH KABUPATEN POSO,

Pit. SEKRETA

JQKSAN LAKUKUA
N POSQ TAHUN 2017 NOMOR -4

BERITA DAERAH KABUPAT
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